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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Mucikari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya pada
pasal 296 KUHP yang mengatakan: “Barang siapa dengan sengaja
menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain, dan
menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paing
banyak lima belas ribu rupiah.” Selain dalam peraturan perundang-
undangan perbuatan tersebut juga sangat bertentangan dengan ajaran
Agama Islam dan termasuk perbuatan dosa.

Allah S.W.T menjelaskan dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang
berbunyi:

عِولا اَ تمْ شَ ِْ اَ عُ عَ ٰ تملا ۗتاناع عَ ٰ تملا تقاعشَِت ۖ]ع تنا ]ع َْ شَ تمْ ]ع تمْوااْلا لعع ىع ت َْ اش و]ع عَ قع معو ]ع
Artinya: “Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar
siksanya.”1

Penggalan ayat tersebut menjelaskan larangan Allah kepada hambanya
tenang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Hal ini dapat dikaitkan dengan
seorang mucikari yang membantu pekerja seks komersial dalam perbuatan zina.
Dalam firman Allah yang lain menjelaskan tentang larangan memberikan
syafaat (manfaat) yang buruk kepada orang lain. Terdapat dalam Al Quran surat
An-Nisa ayat 85:
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عَ ىع ٰ عَ عُ َْ عْ َْ عِ م مع ]ع ۖ و عِ ْْ ماا نَ ص اعيا ۥ شّ ماع عِكشم عَ عْ عَ عً عَ ىع ٰ عَ عُ َْ عْ َْ عِ م ماع
اِصعُو ماش شَ عْ عُ لاا شِ لععٰ ىع شّ ُملاع ونع عِ ]ع ۗ و عِ ْْ ماا ْْلن اِ ۥ شّ ماع عِكشم عَ صااعّ yع

Artinya: ”Barangsiapa memberikan pertolongan dengan pertolongan
yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan-
barangsiapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk
niscaya dia akan menanggungkan daripadanya.”2

Dari ayat tersebut perlu digarisbawahi pada kalimat “Dan barangsiapa
yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk niscaya dia
akan menanggungkan daripadanya.” Artinya bahwa siapa yang telah
menyalahgunakan syafaat yang diberikanya itu, menjadi orang perantara tetapi
tidak jujur, memberikan jasa-jasa tidak baik padahal jasa buruk, sehingga yang
berselisih tambah selisih, yang katanya mendamaikan tetapi memaksakan jalan
yang tidak adil, atau menjadi perantara misalnya mempertemukan orang
berzina, dengan demikian maka orang semacam itu akan menanggungkan dosa
terhadap ketidakjujuranya. Orang yang memberikan syafaat buruk akan
mendapatkan kiflun, kita artikan akan menanggungkan. Yaitu menanggungkan
akibat dari perbuatan buruknya.3

Begitupula dalam Hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa
orang yang membantu dalam perbuatan dosa akan mendapatkan dosa berlipat,
seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

و عِ اا لع اِ ىع مْ مع هْرش ]ا ]ع و زع هْرش ]ا اّ لعصْ ىع ونع عِ عَ صااعّ yع عَ اْع yش ا̂ تماyَْلوع ىاع ماع yع معمْ ]ع
نَ عْ عُ لْ زا ترا عْْ]هع مْ ما عَ شِ ْْ عِ عْنْ اَ صْ عِ مْ ما اَ اَ َْ اع مْ ما

“Barangsiapa yang memberi pentunjuk pada kejelekan, maka ia akan
mendapatkan dosa dari peruatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang
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mengamalkanya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”(H.R.
Muslim).4

Mucikari merupakan tindakan yang melanggar hukum baik hukum
Islam maupun hukum di Indonesia karena bisa mengakibatkan terjadinya
perzinahan. Mucikari berkaitan dengan tindakan prostitusi dan tindak pidana
perdagangan orang. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus
mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Prostitusi bukanlah semata-
mata merupakan gejala pelangaran moral, melainkan perdagangan. Kegiatan
ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena banyaknya permintaan dari
konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual.5 Faktor ekonomi
merupakan penyebab seseorang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata
pencaharian karena beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah jalan yang mudah
dan cepat untuk memperoleh banyak uang.

Dalam pengoperasianya prostitusi terbagi menjadi dua yaitu yang
bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir
membutuhkan pihak ketiga dalam melancarkan aksinya yang lebih dikenal
dengan mucikari. Mucikari bertugas untuk menjajakan para PSK kepada laki-
laki hidung belang yang mau menyewa jasa seks seorang PSK dengan tarif
yang sudah disepakati sebelumnya dan yang nantinya akan dibagi sesuai
kesepakatan. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan pihak
ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menwarkan jasa PSKnya
kepada laki-laki hidung belang.

Dalam praktik prostitusi terdapat beberapa pihak terkait yang saling
berhubungan yaitu pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan pelanggan.
PSK adalah seseorang yang berprofesi sebagai penjual jasa untuk memuaskan
kebutuhan seksual pelanggan dengan cara menjajakan tubuhnya. PSK yang
bergerak sendiri akan mempromosikan jasanya secara personal dengan
menggunakan media sosial seperti michat, twitter, dan lain-lain atau dalam
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bentuk lokalisasi seperti di hotel, panti pijat, atau tempat karoke. Dengan adanya
mucikari tentu dapat memudahkan PSK untuk mendapatkan pelnggan, mucikari
akan membantu PSK dalam mempromosikan jasa seksual, menghadirkan, dan
mengatur pertemuan antara PSK dan pelanggan serta menyediakan fasilitas
untuk keduanya berupa rumah atau kamar.

Larangan melakukan profesi mucikari dapat dilihat dalam pasal 296 dan
506 KUHP. Sebagaimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang
dengan sengaja mempermudah Jalannya pelacuran dan mengambil keuntungan
dari perbuatan tersebut maka diancam dengan hukuman penjara.6

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai
suatu perbuatan (handeing) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan dengan hukum (onrehctmating), dilakukan dengan kesalahan
(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian
tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena
akan meliputi:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentanngan dengan hukum
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.7

Berdasarkan pandangan dari simons di atas dapat dianalisis bahwa
tindak pidana pelaku mucikari meliputi dari pandangan tersebut. Pertama,
ancaman pidana bagi pelaku tindak mucikari terdapat pada pasal 296 KUHP
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak lima belas ribu rupiah. Kedua, prostitusi, perzinahan, ataupun
mucikari merupakan tindakan yang bertengtangan dengan hukum dan dapat
dijatuhi sanksi pidana. Karena semua tindakan tersebut merupakan tindakan-
tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dikenai hukum. Dalam
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hal ini dikenal dengan asas “Nullum Deliktum, Nella Poena Sine Praevia Lege
Poenali.”8 Ketiga, tindak pidana pelaku mucikari dilakukan karena kesalahan
(schuld) jika dilihat dari segi subjektif yang dimaksudkan adalah segi
“kesalahan”, yaitu akibat yang tidak dinginkan oleh peraturan yang berlaku
(undang-undang) yang dilakukan oleh “pelaku” dan yang dapat
memberatkannya.9 Keempat, tindakan melawan hukum yang diakukan oleh
seorang mucikari tentu dapat dipertanggungjawabkan karena seorang mucikari
melakukanya secara sadar atau dengan kata lain “berakal” karena seseorang
tidak dapat dihukum jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak
diberatkan kepadanya, misalnya karena akalnya terganggu (gila).

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk tindakan asusila hukumnya
haram karena segala perbuatan cabul yang dilakukan di luar pernikahan
hukumnya zina. Zina dalam hukum pidana Islam tidak seperti apa yang
dikemukakan dalam sistem hukum yang lain. Sistem hukum barat menyebut
zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya
suami istri, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah, sedangkan
menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan
seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih
yang bukan suami istri.10 Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus petunjuk bagi
umat Islam yang di mana segala bentuk perkara dan kemaslahatan umat yang
sudah terjadi dan bahkan yang akan terjadi di kemudian hari sudah tersirat dan
dijelaskan di dalamnya tentang larangan zina. Dijelaskan dalam Al Quran surat
Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

لاصلعو yع عَ وٓ yع ]ع عَ عَ اً ٰ hع ونع عِ ۥ شّ اُااع ۖ ٰ اععٰ ُمناا اشَت۟ عَ ِْ قع معو ]ع
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”11

Menurut K. H. Moch. Anwar dalam bukunya Khutbah Jum’at:
Ubudiyah, Mu’amalah, Munakahat, Faraidl, Jinayah menjelaskan bahwa
berzina itu dikatakan perbuatan keji, sebab mengandung banyak bahaya seperti:

1. Menimbulkan pertentangan atau perebutan, dan dapat pula
menimbulkan perkelahian dan pembunuhan

2. Melahirkan anak yang tidak karuan keturunannya
3. Menimbulkan hilangnya hak waris
4. Menimbulkan rasa malu dan menjatuhkan martabat manusia seperti

binatang
5. Akibat yang paling berbahaya, ialah azab Allah, baik di dunia

apalagi akhirat kelak, sebab berzina itu dosa besar12

Al Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan mengenai larangan untuk
berzina. Allah melarang hamba-hamba-Nya melakukan perzinaan, mendekati
tempat-tempatnya dan hal-hal yang merangsang untuk berzina.

Pada Hadist Nabi juga menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah
perbuatan yang memiliki dosa yang besar setelah perbuatan syirik diriwayatkan
oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik at-Tha’i, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لن شُ رع و عِ عَ ]عهع شَ عْ َْ اش مْ ما اّ تمل عَ ْْ ىا لش ْىْظع لا َْ اَا تم عَ َْ اع شَ اْ عٍ مْ ما و مع
شّ مع لاش عِلا موع لش اً رع ىاف

Artinya: “Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar di hadapan
Allah daripada perbuatan pria yang memasukan mani ke dalam rahim yang
tidak dihalalkan baginya”.13
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Mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada mucikari dalam hukum
konvensional sudah dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuanya. Contoh
kasus seperti pada Putusan Putusan PN TUBAN Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tbn
yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada pelaku mucikari,14

sedangkan dalam Hukum Pidana Islam belum ada penjelasan secara detail
mengenai sanksi hukum bagi pelaku mucikari maka dari itu peneliti mencoba
menyusun sebuah penelitian dengan judul: “Sanksi Bagi Mucikari Penyedia
Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan terbatas pada analisis hukuman yang diterapkan pada
mucikari yang bertindak sebagai perantara dalam praktik prostitusi, di mana
mereka berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pihak-pihak yang
terlibat dalam praktik tersebut. Maka melalui latar belakang yang sudah
disebutkan sebelumnya, dapat diuarikan rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Bagi Mucikari Dalam Pasal 298 dan 506 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Bagaimana Sanksi Bagi Mucikari dalam Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana Pemberatan Sanksi Bagi Mucikari Sebagai Penyedia
Praktik Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:
1. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Mucikari dalam Pasal 296 dan 506

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2d0d64a24f313032353333.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2d0d64a24f313032353333.html
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2. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Mucikari dalam hukum pidana
Islam

3. Untuk Mengetahui Pemberatan Sanksi Bagi Mucikari Sebagai
Penyedia Praktik Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian adalah sebagai penajaman spesifikasi
sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan
ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.15

1. Manfaat Teoritis
Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat secara
teoritik dan mampu menjawab atas permasalahan yang timbul sehingga
mampu menambah wawasan dalam segi ilmu di bidang hukum
khususnya Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis
Peneliti berharap hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan
dalam akademis dan memberikan kontribusi dalam pemikiran kritis
untuk para penegak hukum atau pihak yang berwajib dan pemerintah.
Kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam
memahami kejahatan kesusilaan di lingkungan masyarakat berupa
tindak pidana mucikari prostitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia,
di mana hukum ini terdiri dari seperangkat aturan yang sifatnya memaksa.
Hukum pidana secara luas adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang
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perbuatan maupun tingkah laku yang tidak boleh dilakukan, larangan yang
disertai sanksi hukuman bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran
tersebut. Kapanpun dan dalam hal apapun bagi mereka yang telah
melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.16

Muljatno mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan aturan-
aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dangan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.17

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan
hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada
pelaku.18

Peran hukum di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat
(3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal
ini menunjukan bahwa seluruh warga Negara dan aparat pemerintahan
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Negara Indonesia dalam bertindak harus berdasarkan aturan hukum yang
berlaku.19

Negara Indonesia menganut asas equality before the law yang
berarti setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan
hukum yang di mana dengan adanya asas tersebut dapat menjaga kesamaan
hak bagi setiap warga Negara tanpa memandang latar belakang sosialnya
dalam memperoleh keadilan, terkhususnya bagi masyarakat kurang
mampu.20

Dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur mengenai
tindak pidana yakni fiqh jinayah. Dalam hukum Islam pula terdapat hukum
yang mengatur mengenai hukum pidana yakni Hukum Pidana Islam disebut
dengan fiqih jinayah merupakan perbuatan yang dilarang karena akan
menimbulkan kerugian atau kerusakan yang berkenaan dengan Agama,
jiwa, dan harta benda. Hukum pidana Islam adalah hukum pidana yang
berada dalam lingkupan hukum Islam, seperti: uqubah, jarimah dan
jinayah.21

1. Uqubah memiliki arti hukuman atau siksaan, sedangkan menurut
terminologi hukum Islam al-uqubah adalah hukum pidana Islam
yang meliputi hal-hal yang diharamkan yang mengakibatkan
kerugian atau tindak kriminal.22

2. Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dengan
meninggalkan hal yang diwajibkan dan melakukan hal yang
diharamkan dan diancam dengan hukuman had dan ta’zir.23 Dalam

https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Hukum_Indonesia/dR-CDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+di+indonesia&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Hukum_Indonesia/dR-CDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+di+indonesia&printsec=frontcover
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menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai
perbuatan jarimah maka tentu harus memenuhi beberapa unsur. Di
antaranya adalah:
a. Al-rukn al-syar’i atau dalam hukum positif dikenal dengan

unsur formil adalah unsur yang menyertakan bahwa seseorang
dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-
undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi
kepada pelaku tindak pidana.

b. Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar
terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif
(aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif
(pasif dalam melakukan sesuatu).

c. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dipersilahkan jika ia bukan orang gila,
anak di bawah umur, atau sedang berada dalam ancaman.24

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan materi pembahasan, di
mana hal ini berkaitan erat dengan unsur materil atau al-rukn al-madi, maka
objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu:25

a. Jarimah qishas yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh
Syara’ pada jarimah qishash hukuman bisa berpindah kepada diyat
(denda) apabila keluarga korban atau keluarga memaafkan kesalahan
pelaku. Perbuatan yang termasuk ke dalam Jarimah Qishas ialah
pembunuhan dan pelukaan. Jarimah ini merupakan suatu hukuman
pembalasan, apabila seorang melakukan pembunuhan jika tidak ada
pemaafan makan pelaku harus dibunuh, dan apabila keluarga korban
memaafkan kesalahannya maka hukuman diganti menjadi membayar
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diyat (denda) kepada keluarga korban sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan oleh Syara’.

b. Jarimah hudud yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh
Syara’. Hal tersebut menjadi hak Allah, hukumannya tetap tidak dapat
ditambahkan ataupun dikurangi hukumannya. Nawawi Al-Bantani
mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib
diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang
akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan
pelaku maupun dalam rangka memaksanya.26 Perbuatan yang termasuk
ke dalam jarimah ini adalah jarimah zina, Qodzaf (menuduh berbuat
zina), Shurbul Khamr (meminum minuman keras), Sariqoh (mencuri),
Hirobah (merampok), Murtad (keluar dari Islam), dan Bagyu
(Pemberontak).

c. Jarimah ta’zir yaitu perbuatan dan hukumannya tidak ditetapkan oleh
Syara’ melainkan diberikan kepada Negara yang berwenangan untuk
menetapkan sesuai dengan kemaslahatan umum.27 Adapun jarimah
ta’zir yang perbuatan terdapat dalam Syara’ namun sanksinya tidak
terdapat di dalam Syara’. Maka dalam hal ini hukumannya ditetapkan
oleh Hakim atau Negara yang berkuasa.

Menurut hukum pidana Barat tindak pidana merupakan suatu
perbuatan manusia yang diancam dengan pidana berupa sanksi hukuman,
perbuatannya melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh orang
yang dapat bertanggung jawab.28 mengenai tindak pidana mucikari segala
ketentuanya telah diatur pada pasal 296 dan 506 KUHP yang ancaman
hukum sudah tertera pada tiap pasal tersebut.
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Perbuatan mucikari saling berhubungan dengan kegiatan prostitusi,
istilah prostitusi berasal dari kata latin prostutition, kemudian dihaluskan
ke dalam bahasa Inggris menjadi prostutition, dan menjadi prostitusi dalam
bahasa Indonesia. Dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Jhon M. Echols dan
Hassan Shadili prostitusi diartikan pelacuran, persundalan, ketunasilaan,
sedangkan dalam Webster Universal Dictonary diartikan promiscous
intercourse practised by women for gain diartikan bahwa menurut Bindel,
& Bindel istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat
menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan
perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang
diperjanjikan sebelumnya.29 Prostitusi terbagi menjadi dua yaitu yang
bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir
membutuhkan pihak ketiga dalam melancarkan aksinya yang lebih dikenal
dengan mucikari. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan
pihak ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menwarkan jasa
PSKnya kepada laki-laki hidung belang.

Dalam menentukukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai
tindak pidana maka harus melihat unsur-unsur dari perbuatan tersebut.
Adapun unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu perbuatan
manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana
bagi yang melakukannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana
adalah sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)

d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya30
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Adapun teori yang diambil untuk penelitian yaitu berhubungan
dengan penjatuhan hukuman/sanksi terdiri dari 3 teori, sebagai berikut:31

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Dalam teori ini, pelaku kejahatan tersebut layak untuk dihukum
karena telah melakukan kejahatan/ perilaku tercela. Upaya penjatuhan
hukuman menurut teori ini yaitu berupa pembalasan atas apa yang
pelaku kerjakan, dengan cara membuat pelaku merasa takut untuk
melakukan kejahatan dan teori ini bertujuan agar pelaku tidak
melakukan suatu kejahatan lagi.32

2. Teori relatif atau Teori Tujuan.

Yaitu teori yang menekankan pada tujuan dari penjatuhan hukuman
tersebut. Teori ini memiliki tujuan untuk menegakan ketertiban di
masyarakat dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terdapat
beberapa macam pencegahan dalam teori ini, di antaranya adalah:33

a. Pencegahan Umum, pencegahan ini memiliki tujuan agar seseorang
tidak melakukan kejahatan dengan cara melalui psikologis dan
dikenakan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan
yang akan memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan
kepada orang lain. Perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut
harus tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini agar membuat pelaku
kejahatan mengurungkan niatnya dalam berbuat kriminal.

b. Pencegahan Khusus, yaitu pencegahan yang ditujukan terhadap
pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi
mengulangi perbuatannya.

3. Teori Gabungan.
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Yaitu teori yang menggabungkan antara teori relatif dengan teori
absolut, yakni menggabungkan antara pembalasan dan ketertiban
masyarakat.34

Teori kedua yang digunakan adalah teori pemberatan pidana, Hakim
berwenang untuk menjatuhkan berbagai tingkat hukuman kepada pelaku
tindak pidana, mulai dari yang lebih ringan hingga yang lebih berat.
Hukuman yang lebih berat ini disebut sebagai pemberatan pidana. Dalam
bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk pemberatan pidana adalah
criminal aggravation, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan
criminele verergering. Pemberatan pidana merujuk pada proses atau cara
yang digunakan untuk meningkatkan beratnya hukuman bagi pelaku.
Sebagai contoh, pemberatan pidana dapat terjadi ketika hukuman yang
dijatuhkan bertambah, seperti dari 2 tahun menjadi 3 tahun35.

Teori yang akan digunakan selanjutnya adalah teori mengenai
perbuatan zina, Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji.
dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam
hubungan perkawinan.36

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu
melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria)
ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan
atas dasar syahwat, Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang
bukan istrinya dan bukan pula sarirah (selir) atau amah (budak).37 Dasar
hukum tentang laranagan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa
surat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. dasar
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hukum yang ditentukan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum pertama
dan utama dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati
beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan
perbuatan zina dan perzinahan, di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 32
dan surat An-Nur ayat 30-31. Sedangkan mengenai hukuman bagi orang
yang melakukan perzinaan terdapat pada surat An-Nur ayat 2. Surat An-
Nur ayat 2 menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan perzinahan
adalah dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku zina ghair
muhson sedangkan dalam Hadits Nabi menjelaskan hukuman bagi pelaku
zina muhson adalah rajam.

Teori yang ketiga adalah teori turut serta melakukan jarimah. Suatu
jarimah kadang-kadang dapat dilakukan oleh satu individu atau lebih dari
satu individu. Ketika beberapa orang secara bersama-sama terlibat dalam
suatu pelanggaran hukum, tindakan tersebut disebut sebagai turut serta
dalam melakukan tindak pidana (jarimah al-isytira). Tururut serta
melakukan jarimah terbagi menjadi dua, yaitu :38

1. Turut serta secara langsung (isytira mubasyir)

2. Turut serta tidak langsung (istytira at-tasabbub)

Mucikari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
di Indonesia. Aturan beserta ancaman hukumanya terdapat pada Pasal 296
KUHP Seorang mucikari memiliki tugas untuk menjajakan para PSK
kepada laki-laki hidung belang yang mau menyewa jasa seks dan
memberikan perlindungan terhadap PSK.Mucikari adalah pihak ketiga dalam
praktik prostitusi namun dalam hal ini ada pihak ketiga yang bukan
merupakan mucikari melainkan hanya perantara pemesanan seorang PSK



17

39 Yayasan Penerjemah Al Qur’an. Al-Quranul Kariim. Penerbit: al huda. Hal. 355.
40 Salim Bahreisy & Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier (Jilid v). Bina Ilmu
Offset. Surabaya: 1990. Hlm: 471.

saja. Dalam kedua hal ini merupakan suatu kejahatan kesusilaan, dalam
hukum pidana Islam disebut dengan perbuatan jarimah. Kemudian jarimah
yang dikaitkan kepada pelaku perantara pemesanan prostitusi ataupun
mucikari, terdapat dalam Al Quran surat An-Nur ayat 33 :

ِْمع اِ تماع ۗ]ع ىعلْلاّٖ مْ ما شَ ٰ تملا لش شِ اْصع ُْ شِ ى ٰ اَ عً و عً و ااكع شَْ]نع اْ عِ معو ِْمع اِ تماع اَ اْ َْ عُ َْ مْصع ]ع
لْ زش َْ قش تٰ ]اع ت عَ صْ اع لْ اِ ىاصْ شُلْ ِْ لا ىع تانْ لْ زش َْ وقالش ىعكع لْ واشكش عِ تعِْ َْ لعكع مع و اِع ما لع تمْكاَٰ نع َْ شُ عُ عِلْ

Qْنع تعرع تانْ اَ وۤ عُ تمْلا لعع ىع لْ قاكش ىععُفٰ ت َْ زش اَ قشكْ معو ۗ]ع لْ ىكش ٰ¨ تٰ اِلْٓ تماع اَ ٰ تملا وXا ماع مْ ماا
اَ َْ اع مْۢ ما عَ ٰ تملا ىعواناع اِشماع زْ اَ اِشكْ مْ مع ۗ]ع اَشاْصعو تم ]ةا فٰ تمْلع عَ عَ ىع ت َْ شُ عُ مااعُلْ عْو ياش قعلع

صْلن اً راع رن َْ شْ عِ ماع اِ تزا عَ ِْ تا
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah
menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki
menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian
kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan
berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-
Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.
Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”39

Dalam Tafsir Ibnu Katsier, ayat ini menjelaskan mengenai larangan
Allah kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita,
memaksakan hamba-hambanya melacurkan diri, untuk mencari keuntungan
dan memperoleh penghasilan dari pelacuran tersebut, padahal hamba-
hamba itu ingin mempertahankan kesucian dirinya. Perbuatan keji ini
banyak dilakukan oleh orang-orang masa jahiliyah dengan tujuan mencari
penghasilan dari perbuatan itu atau dengan maksud menghormati seorang
tamu atau pemuka yang mereka segani.40
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Ayat di atas merupakan ruknu Syar’i yang menjelaskan bahwa
perbuatan mucikari merupakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syara’
dan perbuatannya terdapat dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini menurut
pandangan hukum pidana Islam mucikari atau yang disebut sebagai orang
ketiga atas pemesanan jasa prostitusi merupakan suatu perbuatan jarimah.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan mucikari adalah :41

ن̂ ت عَ عً عَ شِ ىع ا̂ ت عَ تمْلع ُمعع عQْاعى و مع ]ع

“Dan segala sesuatu yang mendatangkan kepada perbuatan yang haram
maka hukumnya haram”.

Segala sesuatu yang akan mendatangkan kepada hal yang haram
maka hukumnya haram dan ganjaran dosanya pun akan berlipat, seperti
halnya pada seorang mucikari, karena dengan segala tindakan (tugas) yang
dilakukan oleh mucikari seperti menghadirkan, dan mengatur pertemuan
antara PSK dan pelanggan maka akan menciptakan sebuah perzinahan
sedangkan menurut hukum Islam sudah jelas dalil-dalilnya bahwa
perzinahan itu dilarang dan hukumnya haram. Adapun Hadits Nabi saw
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan mucikari :42

مْ ما ْ̂ عْ لوعXش عً مْ عْما ، وXع عِ تمْ عِ عْاع و عِ اا شَ َْ عِ تمْ شِلعوماع موع ونن مع هع تماْعولا لعع ىع معصعيْقاصعماع

ش̂ ت عَ عً

Artinya: “Akan datang satu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi
peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang
halal ataukah dengan cara yang haram.” (H.R. Al-Bukhori No. 2083).
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Hadits qauliyah tersebut menjelaskan mengenai sebuah masa di
mana orang-orang sudah tidak mempedulikan lagi atas halal dan haramnya
rezeki yang diperoleh. Dalam hal ini selaras dengan perbuatan mucikari
sebagai pihak ketiga yang memiliki peran dalam praktik prostitusi yang
akan mengakibatkan terjadinya sebuah perzinahan yang memiliki tujuan
untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

Dalam KUHP Pasal 296 dan 506, sanksi hukuman bagi mucikari
adalah pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga
lima belas ribu rupiah, sementara dalam konteks hukum Islam, maka
hukuman yang diterapkan pada mucikari adalah ta'zir yaitu Sanksi hukuman
yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu,
bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku serta
mencegahnya dari perbuatan serupa.

F. Penelitian Terdahulu

Sehubungan degan penelitian terdahulu, peneliti menemukan
beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di
dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut peneliti
tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

Peneliti Judul Penelitian Persamaan
Penelitian

Perbedaan Penelitian

Jurnal

karya

Aliffald

Penegakan Hukum

Terhadap Mucikari di

Wilayah Hukum Daerah

Persamaa

n dalam

penelitian

Perbedaannya dalam

penelitan karya Aliffaldo

Jhovta hanya meneliti
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o

Jhovant

a

Yogyakarta ini yaitu

terletak

pada

objek

penelitian

yakni

tindak

pidana

mucikari

tindak pidana mucikari

berdasarkan hukum positif

saja

Skripsi

karya

Mita

Penerapan Sanksi Kasus

Mucikari Terhadap Anak

di Bawah Umur Perspektif

Hukum Pidana Islam

(Analisis Putusan Nomor:

198/Pid.Sus/2020/PN

Pre).

Persamaa

n yang

terdapat

dalam

penelitian

ini yaitu

membahas

sanksi

yang

diberikan

kepada

pelaku

tindak

pidana

mucikari

dalam

Perbedaannya adalah

dalam penelitian karya

Mita kasus yang menjadi

objek penelitannya sempit

dan terfokus pada kasus

mucikari terhadap anak di

bawah umur.
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perspektif

hukum

Islam.

Skripsi

karya

Nadia

Juliant

y

Sanksi Bagi Mucikari

Prostitusi Online Dalam

Perspektif Hukum

Pidana Islam Analisis

Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya

Nomor :

915/Pid.Sus/2018/PN.S

by.

Persamaa

n yang

terletak

pada

penelitia

n ini

terdapat

dalam

isinya

yang

membaha

s sanksi

yang

diberikan

kepada

pelaku

tindak

pidana

mucikari

dalam

Perbedaannya adalah

pada Sumber data

primer. sumber data

primer dari penelitian

karya Nadia Julianty

berasal dari mengambil

Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya

Nomor :

915/Pid.Sus/2018/PN.S

by. dan menganalisis

putusan tersebut

sedangkan penelitian ini

hanya studi literatur.
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hukum

pidana

Islam

Tidak berbeda jauh dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang
sudah dijelaskan di atas penelitian ini membahas mengenai sanksi yang
diterapkan kepada pelaku mucikari, namun arah dari penelitian ini adalah
sanksi hukum yang terapkan kepada mucikari dalam pandangan hukum
pidana Islam dengan didasari oleh beberapa teori seperti jarimah zina, turut
serta melakukan jarimah, dan teori pemidanaan yang nantinya dapat
dijadikan dasar untuk menetapkan hukuman. Penelitian ini adalah hasil
kerja peneliti sendiri. Peneliti tidak mengambil ide, teks, atau hasil karya
orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Semua sumber
informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah diidentifikasi dan
disertakan dalam daftar referensi dengan benar.


